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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia sebagai makhluk rasional (animal rationale) yang hadir ke tengah dunia

sebagai pribadi yang secara esensial merupakan monodualis yang terbalut dalam sifat

dasariahnya sebagai monopluralis. Sebagai monodualis, manusia tampil sebagai pribadi

mandiri dalam keutuhan badan dan jiwa. Sebaliknya sebagai monopluralis, tidak dapat

disangkal bahwa manusia dari hakikat dasarnya adalah makhluk sosial yang senantiasa

hidup dalam relasinya dengan yang lain, baik itu dengan Tuhan, maupun sesama

manusia dan benda-benda.

Sebagai makhluk sosial, dalam menjalin hubungan dengan yang lain baik dengan

Tuhan, sesama dan benda-benda manusia membutuhkan aturan-aturan, kebijaksanaan-

kebijaksanaan hidup yang mengatur tata hubungan manusia dengan yang lainnya. Aturan

dan kebijaksaanaan hidup itu juga merupakan hasil dari kreasi akal manusia sebagai

makhluk berbudaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan

masyarakat Naidewa, aturan dan kebijaksanaan hidup itu tertuang dalam berbagai

elemen kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Sebagai salah satu elemen kebudayaan, peradilan adat babho dalam masyarakat

adat Naidewa tidak hanya menyangkut prinsip menyelesaikan sengketa, tetapi lebih pada

proses penegakan keadilan dan menjunjung tinggi nilai perdamaian. Adil dan damai

dengan yang transenden, dengan alam semesta serta dengan manusia dengan

implikasinya sebagai berikut.

Pertama, keadilan berimbang yang dipahami dalam ungkapan adat Ngada, “papa

jawa ne’e tenga sama” (papa: sikap resiprosikal atau kesalingan, jawa: berdamai, tanpa
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pertentangan, tenga sama: membagi sama rata, seimbang). Jadi, papa jawa ne’e tenga

sama dapat dimengerti sebagai sikap saling memberikan perdamaian maupun keadilan

yang seimbang. Ini merupakan suatu konsep keadilan yang merujuk pada sikap

perdamaian yang tidak memihak pada pihak mana pun.

Kedua, keadilan terbuka dan jujur yang tampak dalam ungkapan, “jawa ne’e toto

ate dhapi ate bhewa” (‘adil dengan hati yang jujur dan terbuka’). Masyarakat Naidewa

menekankan prinsip keadilan yang diterapkan secara jujur, baik dalam perkataan maupun

dalam perbuatan sebagai keikhlasan yang muncul dari hati.

Ketiga, keadilan mitis religius. Dalam konteks peradilan adat babho, keadilan ini

muncul dalam ungkapan penyesalan dari seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran

terhadap hukum adat tertentu. Ketika dituduh melakukan kesalahan, orang bersangkutan

akan berseru, “Mali tu’u-tu’u jao da tau, Dewa zeta da olo neni, Dewa zeta da olo tei,

nitu zale da ngada” (‘apabila betul-betul kesalahan ini adalah ulah saya, maka Dewa di

ketinggian telah melihat dan menghukum saya, Nitu telah melihat dan menyebabkan

derita kepada saya’). Ini lebih merupakan kata-kata pembelaan diri dengan melibatkan

realitas tertinggi (Dewa).

Keempat, keadilan menurut kodrat alam yang terbaca dalam ungkapan, “jawa

ne’e ota ola’’. Jawa ne’e ota ola berarti usaha dari manusia untuk merasa akrab atau

berdamai dengan alam. Bagi masyarakat Naidewa, tanah atau alam yang memberikan

hasil patut dihargai keberadaannya tanpa dieksploitasi secara berlebihan. Dengan tetap

terciptanya relasi saling menghargai antara manusia dan alam, kesatuan antara alam dan

manusia pun tetap terjaga. Dengan demikian, manusia pun dapat menghindarkan dirinya

dari dampak-dampak merugikan yang disebabkan oleh eksploitasi alam secara

berlebihan, seperti banjir, longsor dan lain sebagainya.
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Kelima, keadilan transformatif. Peradilan adat babho mampu membawa orang

yang melakukan pelanggaran pada suatu titik perubahan. “Jawa ne’e lisu ate” (‘damai

dari hati yang penuh penyesalan’). Pelanggaran terhadap hukum merupakan suatu

bentuk perbudakan yang membelenggu, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi korban.

Semakin besar tindakan pelanggaran hukum, semakin dalam pula perbudakan tersebut

terhadap diri. Karenanya, seseorang yang melanggar hukum perlu bertransformasi diri,

membangun kembali kesadaran diri dengan bertolak dari kebebasannya yang mutlak.

Keenam, keadilan protektif. Dalam peradian adat babho, perdamaian dan

keadilan diperjuangkan selain untuk tercapainya kesejahteraan, keduanya pun ditegakkan

demi mencegah masyarakat kampung Naidewa melakukan tindakan yang dapat

memecah-belah kesatuan antar warga. Ciri keadilan protektif dalam babho dimaksudkan

sebagai tindakan perlindungan jangka panjang, le papa modhe sai dhu go nipi kobe

(tindakan baik yang bahkan dibawa sampai pada mimpi malam hari), suatu perlindungan

transformatif yang membawa kebaikan pada masa mendatang.

Ketujuh, keadilan komutatif. Ciri komunal dalam peradilan adat babho,

berkenaan dengan riwu woso (‘orang banyak’). “Papa jawa pu’u ulu eko, ne’e setoko

wolo” (‘berdamai atau menerapkan keadilan kepada semua kalangan mulai dari

penghujung sampai akhir kampung’). Keadilan komunal hanya bisa dilaksanakan dalam

komunitas masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Komunal selalu berkaitan

dengan sosialitas dan rasa kebersamaan masyarakat. Masyarakat Naidewa menganut

prinsip kebersamaan yang sangat kuat dan malah menyangkut semua bidang kehidupan

dan aktivitas mereka. Barangsiapa bertindak di luar pola yang telah seragam itu ia

menyangkal sosialitasnya. Dengan tidak merugikan kepentingan pribadi orang lain, itu

sama halnya dengan menghargai martabatnya sebagai manusia, sebagai warga dari

sebuah masyarakat.



86

5.2 Catatan Kritis

Penekanan sebagian besar dari penulisan ini adalah tentang penerapan keadilan

dalam peradilan adat babho. Babho merupakan suatu proses peradilan adat yang kaya

akan nilai keadilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian tidak

dapat disangkal bahwa babho sebagai hasil kreasi akal manusia tidak tanpa cacat. Selain

sumbangannya terhadap penegakan keadilan dan menciptakan harmoni dalam

masyarakat, babho juga memiliki kekurangan yang perlu dikritisi.

Hukuman bagi pelaku la’a sala sebagai salah satu kasus yang diadili dalam

peradilan babho, adalah dengan mengusir pelakunya dari kampung bahkan berlaku

hukuman mati pada zaman dahulu. Berhadapan dengan persoalan ini, keadilan

transformatif itu tidak mungkin bisa ditegakkan jika para pelaku, yang juga adalah

manusia itu diasingkan dan diusir begitu saja. Kepada mereka kesempatan tidak

diberikan untuk berubah dan memperbaiki diri dalam masyarakat.

Di sini terdapat kontradiksi dalam sistem peradilan adat itu sendiri, sebab di satu

sisi peradilan itu diadakan demi manusia, tetapi sekaligus menolak dan mengabaikan

manusia sebagai anggota masyarakat. Jika ditinjau dari sudut moralitas kemanusiaan,

maka hal ini melecehkan martabat kemanusiaan pelaku, sebab hakikat dasar pribadi

mereka sebagai makhluk sosial diabaikan. Mereka dibiarkan terus terpuruk dalam

kesendirian dan keterasingan. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat berubah dan

memperbaiki diri, sebab sebagai makhluk sosial pembaharuan diri selalu berada dalam

hubungan dengan yang lainnya.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa dalam dirinya, peradilan adat

babho merupakan kekayaan budaya dalam masyarakat Naidewa. Kekayaan ini perlu



87

dipertahankan, dikembangkan dan diberi pendasaran serta argumentasi-argumentasi logis

kultural guna memberikan sumbangan bagi proses penegakan keadilan dalam kehidupan

manusia zaman ini.

5.3 Saran

Babho diyakini sebagai bentuk peradilan adat yang berimplikasi terhadap usaha

penegakan keadilan umum dalam masyarakat. Bertolak dari realitas zaman ini yang

seringkali menyepelekan keadilan demi kepentingan pihak tertentu, penulis berpendapat

bahwa peradilan adat babho tampil sebagai elemen budaya yang menawarkan beberapa

nilai penting demi penegakan keadilan di tengah masyarakat. Nilai ini terwujud hanya

atas kerjasama dari berbagai pihak.

Pertama, bagi para penegak hukum. Penulis menyarankan bahwa dalam proses

penegakan hukum amat perlu untuk mempertimbangkan kosmologi masyarakat lokal.

Bahwasannya hukum masyarakat lokal berkaitan erat dengan keadaan alam, manusia dan

binatang. Setiap masyarakat menghendaki model penyelesaian sengketa berdasarkan

hukum yang hidup, ditaati secara sadar, dan dipertahankan secara nyata dalam

masyarakat. Perlu ada kerja sama secara fungsional antara Lembaga Peradilan Negara

dengan Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat. Disarankan bahwa jika terjadi sebuah konflik, maka

fungsionaris hukum adat, para Mosalaki diberikan kesempatan pertama untuk

menyelesaikan masalah adat. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara tuntas barulah

diteruskan ke lembaga peradilan formal.

Kedua, para tokoh adat mesti menggiatkan usaha pelestarian semua elemen

kebudayaan yang ada termasuk peradilan adat babho. Kiranya perlu sanggar-sanggar
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budaya didirikan demi kelestarian budaya setempat yang kaya nilai demi perkembangan

kearifan lokal dan kelestarian nilai-nilai di dalamnya.

Ketiga, kaum muda harus senantiasa membuka diri dan belajar untuk memahami,

mendalami dan menghayati nilai-nilai luhur kebudayaan sebagaimana diwariskan dalam

peradilan adat babho. Sebab kebijaksanaan hidup dalam elemen kebudayaan,

mengandung berbagai pandangan hidup yang tidak dapat ditemukan dalam proses

pendidikan formal pada berbagai ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kemajuan

teknologi yang kian pesat harus diimbangi pula dengan mental yang baik dan teguh

dalam kebaikan, kasih, keadilan dan kebenaran, sehingga kaum muda tidak gampang

terseret oleh derasnya arus globalisasi dunia modern.
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